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BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR T TAHUN 2O2O

TENTANG

PtrMENUHAN -IiAK -PEGnIITAI NEGtr-RI SI_PTL, PtrI{YEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS OPERASIONAL DAN

PENGHARGAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.

BUPATI NATUNA,

bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri

Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka

memberikan pelaya.nan, perlindungan dan ketertiban

di dalam masyarakat perlu didulmng dengan

kemampuan dan sara.na prasarana yang memadai; _

bahwa dukungan kinerja diberikan sesuai dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2Ot9

tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil,

Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan

Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi

Pamong Praja.;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemenuhan Hak

Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana

Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan

Penghargaan Satuan Polisi Pamong Prada.

b.

c.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun ,. Lggg tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Ifurimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3g}2l
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Pembahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun 1999 tentang Pembenttrkan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor LO7, Tambahan Iembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4880);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2OL4 tentang

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun L974 Nomor 55, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3Oa1);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang

Pembenhrkan Peratrrran Perundang-undangan

(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2}ll
Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ot9 tentang

Pembahan Atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun

20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Iembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2ALL Nomor 183, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

2.

3.

4.
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5.

sebagaimana telah beberapakali {iubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 56791;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah (kmbaran Negara Rebuplik

Indonesia Tahun 2OL6 Nomor 114) Tambahan

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 72 Tahrm 2OL9 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OL6

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rebuplik

Indonesia Tahun 2OLg Nomor L87, Tambahan

Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 6a}2l;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang

Sahran Polisi Pamong Praja (I-embaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 72);

Perahrran Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2Ol9

tentang Pemenuhan hak Pegawai Sipil, Penyediaan

Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis

Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong

Prda (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OL9

Nomor 550);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah (kmbaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun

2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapakali

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun

20tg tentang Perubahan Ketiga Atas Peraflrran Daerah

Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2Ot6 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OL9

Nomor 11);

6.

7.

8.

PTRTFKOONDHAST



MEMUTUSI(AN:

MCNCtapKAn : PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMENUHAN

HAK PEGAWAI NEGERI SIPIL, PET{YEDIAAN SARANA DAN

PRASARANA MINIMAL, PEMBINAAN TEKNIS

OPERASIONAL DAN PENGHARGAAN SATUAN POLISI

PAMONG PRA.IA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daeratr adalah Kabupaten Natuna.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Nahrna.

4. Satuan Polisi Pamong Pr4ia yang selanjutnya disebut

Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk

untuk menegaklen Peraturan Daerah dan Peraturan

Bupati dalam menyelenggarakan ketertiban umum

dan ketentraman serta menyelenggarakan

perlindungan masyarakat.

5. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP

adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah

Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan

diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai

dengan Peratrrran Perundang-undangan dalam

Penegakan Perattrran Daerah dan Perattrran Kepala

Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan

ketenteraman serta perlindungan masyarakat.



6. Sarana dan Prasarana adalah fasilitas dan peralatan

yang digunakan sebagai penunjang proses

penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman

masyarakat serta penegakan Peratrrran Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah yang dilaksanakan oleh

Satpol PP.

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan

Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat

dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib

dan terattrr.

Pakaian Dinas adalah pakaian dinas seragam yang

digunakan oleh Pol PP untuk melaksanakan tugas

kedinasan dan menunjukkan identitas Pol PP.

Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat

PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pol

PP dalam melaksanakan tugas sehari-hari.

10. Pakaian Dinas Lapangan yang selar{utnya disingkat

PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pol

PP pada saat melaksanakan tugas di lapangan.

11. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat

PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh

pejabat strukhrral Satpol PP pada saat menghadiri

upacara.

12. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan

pakaian yang dikenakan oleh Pol PP sesuai dengan

jenis Pakaian Dinas dan atributnya.

13. Penghargaan adalah pengakuan dan apresiasi kepada

kepala daerah, Satpol PP dan Pol PP yang telah

berjasa dalam penegakan Peraturan Daeralr dan

Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat

serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

7.

8.

9.



BAB II

KEWA.JIBAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA

Bagran Kesatu

Umum

Pasal 2

Pemerintah Kabupaten Natuna w4jib:

a,

b.

c.

memenuhi hak pegawai negeri sipil Satpol PP;

menyediakan sarana dan prasarana minimal Satpol

PP; dan

melalnrkan pembinaan teknis operasional.

Bagran Kedua

Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil Satpol PP

Pasal 3

Hak pegawai negeri sipil Satpol PP sebagaimana dimaksud

dalam pasal 2 huruf a, meliputi:

a. jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan

kematian dan bantuan hukum sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. pengembangan kompetensi, keahlian, dan karir; dan

c. hak lainnya sesuai dengan ketenhran Perattrran

Penrndang-undangan.

Pasal 4

Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, berupa asuransi kesehatan yang

diterbitkan oleh badan dan/ atau lembaga yang

ditugaskan Pemerintah sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah.

Jaminan kecelakaan kerja sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 huruf a, meliputi perlindungan atas

risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja

berupa perawatan, santunan, dan hrr{angan cacat.

(1)

(21

PARAFKoonDltta$l
gffiTffiiSOIERAI 1

ISIEIHI It
ta

I

(rnGllmfl. Z



(3) Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, meliputi perlindungan atas risiko

kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa

santrrnan kematian.

Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat

(2), dan ayat (3), dilakukan dengan memperhatikan

kemamptian keuangan daerah dan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, berupa pemberian bantuan hukum
dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait
pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Satpol

PP.

Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), dilakukan oleh perangkat daerah yang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum dan sesuai dengan ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

Pasal 5

Pengembangan kompetensi dan keahlian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui:

a. pendidikan dasar Pol PP secara berjenjang;

b. pendidikan dan pelatihan teknis penunjang; dan

c. pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

Pengembangan karir sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b, dilakukan melalui manqjemen karir
Satpol PP sesuai dengan ketentuan Peratrrran

Perundang-undangan.

Kepala Satpol PP menyusun rencana pengembangan

kompetensi, keahlian, dan karir pegawai negeri sipil

Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (21 setiap tahun berdasarkan kebutuhan Satpol

PP.

(4)

(5)

(6)

(1)

(2t

(3)



Pai.sal 6

Hak lainnya sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 huruf
c, dapat berupa tunjangan risiko dan insentif tambahan

yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah berdasarkan ketentrran Peraturan Per:r"rndang-

undangan.

Bagian Ketiga

Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 7

Sarana dan prasarana minimal Satpol PP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 hurrf b meliputi:

a. gedung kantor;

b. kendaraan operasional; dan

c. perlengkap€rn operasional.

Pasal 8

(1) Gedung kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

huruf a, paling sedikit terdiri atas:

a. ruang kerja pimpinan dan staf;

b. ruangposjaga;

c. ruang rapat;

d. ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan;

e. ruang penyimpanan barang/ gludar:g;

f. ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil;

g. rua.ng sidang m4jelis kode etik;

h. tempat apel/upacara; dan

i. halaman parkir.

(21 Pengadaan dan pengelolaan gedung kantor

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:



a. sepeda motor;

b. mobil jenis offrcad./ jeeO, mini bus;

c. truk kecil;

d. truksedangi dan

e. truk besarserta jenis kendaraan lain.

(2) Kendaraan operasional Satpol PP sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberi tanda khusus meliputi

sirine, lampu rotari berwarna hijau, radio komunikasi,

dan lambang Satpol PP.

Pasal 1O

Perlengkapan operasional sebagaimana dimalcsud dalam

Pasal 7 huruf c, paling sedikit terdiri atas perlengkapan:

a. perorangan;

b. beregu;

c. patroli;dan

d. penegakan Perahrran Daerah dan Peraturan Kepala

Daerah.

Pasal 11

Perlengkapan perorangan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 huruf a meliputi:

a. Pakaian Dinas;

b. tonfa dan holster tonfa;

c. borgol;

d. tameng;

e. senter;

f. ferplas;

g. tas atau ransel;

h. sleephg bag:,

i. jaket;

j. rompi/ body protectot; dart

k. masker.
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Pasal 12

(1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

11 huruf a, terdiri atas:

a. PDH;

b. PDL I dan PDL II;

c. PDU I dan PDU II;

d. pakaian dinas petugas tindak internal; dan

e. pakaian dinas khusus.

(21 Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

terdiri atas Pakaian Dinas pria dan wanita.

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

yang digunakan oleh wanita hamil dan wanita

berjilbab menyesuaikan dengan PDH, PDL I dan PDL

II, PDU I dan PDU II, pakaian dinas petugas tindak

_ internal, serta pakaian dinas khusus.

(4) PDH, PDU I dan PDU II sebagaim€rna dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan hurrf c, dengan spesifikasi

wama Khaki tua kehijau-hijauan

(5) PDL I dan PDL II dan Pakaian Dinas pehrgas tindak

internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dan huruf d, dengan spesilikasi Khaki tua kehijau-

hijauan.

(6) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

berfrrngsi untuk identitas, keseragaman, pengawasan

dan estetika.

(7) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

dilengkapi dengan kelengkapan Pakaian Dinas dan

atribut.

Pasal 13

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)

huruf a, digunakan unttrk melaksanakan tugas

sehari-hari.

PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat

(1) huruf b, digunakan oleh anggota Satpol PP pada

saat pelaksanaan hrgas pembinaan, sosialisasi,

(1)

(21
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(3)

(4)

(s)

(6)

(71

monitoring dan supervisi kepad4 Pol PP dan

masyarakat.

PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal L2 ayat

(1) huruf b, digunakan oleh Pol PP pada saat

melaksanakan tugas penegakan Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah serta perqrelenggaraan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

PDU I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ryat
(1) huruf c, digunakan oleh pejabat strukhrral Satpol

PP pada saat menghadiri upacara yang bersifat

kenegaraan, dalt pemakaman Pol PP.

PDU II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat
(1) huruf c, digunakan oleh pejabat struktural Satpol

PP pada saat menghadiri upacara hari ulang tahun

Pemerintah Daerah, hari ulang tahun Satpol PP, hari

ulang tahun Korps Tentara Nasional Indonesia/Polisi

Republik Indonesia, peresmian dan pelantikan.

Pakaian Dinas pehrgas tindak internal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal L2 ayat (1) hurrf d, digunakein

oleh petugas tindak internal Satpol PP pada saat

pelaksanaan trrgas, pengawasan internal dan

penegakan kode etik Pol PP.

Pakaian dinas khusus sebagaimana dimaksud dalam

Pasal L2 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. pakaian dinas khusus pembawa pataka;

b. pakaian dinas Hrusus korps musik;

c. pakaian dinas khusus sahran tugas;

d. pakaian dinas khusus olah raga; dan

e. pakaian dinas khusus pariwisata, dengan

menggunakan pakaian yang bercirikan

karakteristik adat istiadat daerah.

Pasal 14

(1) Perlengt<apan beregu sebagaimana dimaksud dalarn

Pasal 10 huruf b, merupakan perlengkapan yangFARAFKooRDlll4ll
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(3)

dimiliki oleh Satpol PP unhrk mendr.lkung kelancaran

pelaksanaan hrgas secara beregu.

Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) terdiri atas perlengkapan perorangan dan

perlengkapan lainnya.

Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada

ayat (21 dapat berupa matras, tenda peleton,

peralatan kebencanaan dan peralatan komunikasi.

Pasal 15

(1) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud dalam

Pasal lO huruf c, merupakan perlengkapan yang

dimitki oleh Satpol PP untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan patroli.

t2) Perlengkapan patroli sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), terdiri atas perlengkapan perorangan dan

peralatan komunikasi.

Pasal 16

Perlengkapan penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 1O huruf d, merupakan perlengkapan

yang dimiliki oleh Satpol PP unhrk mendukung

kelancaran pelaksanaan tugas penegakan Perahrran

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Perlengkapan penegakan Perattrran Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) terdiri atas perlengkapan perora.ngan,

peralatan komunikasi, dan perlengkapan penegakan

Peraturan Daerah -yustisial.

Pasal L7

Penyediaan, pengadaan dan pengelolaan sarana dan

prasarana minimal Satpol PP tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

(1)

(2)



(1)

Pasal 18

Bupati Natuna sebagai Pembina teknis operasional

Satpol PP dapat menggunakan pakaian dinas, tanda

jabatan dan atribut Satpol PP pada kegiatan:

a. hari ulang tahun Satpol PP;

b. hari.besar nasional;

c. rapat;

d. apel besar; dan

e. melaksanakan tugas pembinaan dan/atau

memberikan konsultasi terhadap aparat Satpol

PP.

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

pegawai negeri sipil dilingkungan Satpol PP

Kabupaten Natuna menggunakan:

a. PDH, tanda jabatan, dan atribut Satpol PP pada

hari Senin dan Selasa;

b. pakaian dinas khusus Satgas I pada Hari Rabu;

c. Pakaian Dinas Lapangan pada Hari Kamis; dan

d. pakaian dinas khusus Satgas II pada Hari

Jumat.

Bagran Keempat

Pembinaan Teknis Operasional

Pasal 19

(1) Pembinaan teknis operasional sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dilakukan oleh

Bupati Natuna kepada Satpol PP dalam penegakan

Peraturan Daerah dan Peraftrran Kepala Daerah,

penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan

masyarakat.

(2) Pembinaan teknis operasional sebagairnana

dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui

kegiatan:

a. pembinaan etika profesi;

(21



b. koordinasi Satpol PP;

c. pengembangan pengetahuan dan keterampilan;

d. manajemen penegakan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah;

e. peningkatan lnralitas pelayanan Satpol PP; dan

f. peningkatankapasitaskelembagaan.

(3) Kegiatan pembinaan teknis operasional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peratrrran Pemndang-undangan.

BAB III

PENGHARGAAN

Pasal 2O

(1) Dalam penyelenggaraan penegakan Peraturan Darah

dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan

masyarakat, Bupati Natuna dapat memberikan

penghargaan kepada Satpol PP Kabupaten Natuna.

(21 Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa piagam dan plakat.

(3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Satpol

PP dan/atau pejabat yang dihrnjuk.

(4) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) didasarkan pada pertimbangan

profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia,

kinerja, disiplin dan integritas.

Pasal 21

(1) Pemberian Penghargaan dapat diberikan pada:

hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan;

hari besar nasional;

hari jadi daerah Kabupaten Natuna;

hari ulang tahun Sapol PP; dan/atau

kegiatan lain yang ditetapkan.

a.

b.

c.

d.

e.



(21 Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dapat bertempat di Kementerian atau

Pemerintah Daerah.

Pasal22

Penghargaan bertujuan untuk memberikan motivasi dan

apresiasi kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 20 ayat (1) yang berjasa dalam penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat serta penyelenggaraan pelindungan

masyarakat.

Pasal 23

Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat

(1), terdiri atas:

a. karya bhakti peduli Satpol PP;

b. karya bhakti Satpol PP; dan/atau

c. karya bhakti pengabdian Pol PP.

Pasal 24

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a,

diberikan kepada Bupati Natuna yang peduli Satpol

PP.

Peduli Satpol PP sebagaim€ura dimaksud pada ayat (1)

merupakan upaya Bupati Natuna untuk
meningkatkan peran dan tanggungiawabnya dalam

penghormatan, perlindungan, pemenuhan,

penegakan, dan pemajuan Satpol PP.

Penghargaan karya bhakti Satpol PP sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diberikan kepada

Satpol PP dan Pol PP yang sangat berhasil, kreatif,dan

inovatif dalam pelaksanaan hrgas dan fungsinya

Penghargaan karya bhakti pengabdian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 23 hun.f c diberikan kepada

(1)

(21

(3)

(4)
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(1)

(2)

Pol PP yang cacat permanen atau rneninggal dunia

dalam mer{alankan hrgas.

Pasal 25

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

diberikan setelah memenuhi persyaratan.

Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan kar5ra

bhakti peduli Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 23 huruf a meliputi:

a. diusulkan oleh kepala Satpol PP;

b. memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;

c. mengikut sertakan Satpol PP dalam setiap

penJrusunan rancangan Peraturan Daerah dan

Peraturan Kepala Daerah; dan

d. dukungan pembiayaan terhadap Satpol PP dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanda Daerah

Kabupaten Natuna.

Pasal 26

Persyaratan untuk mendapatkan penghargaan karya

bhakti Satpol PP dan karya bhakti pengabdian terdiri

dari persyaratan umum dan perqyaratan khusus.

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) meliputi:

a. Pol PP;

b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik; dan

c. diusulkan oleh kepala Satpol PP.

Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan

karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), bagi Satpol PP meliputi:

a. melakukan penyusunan dan pelaksanaan program:

1. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah, penyelenggaraan Ketertiban

Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta

pelindungan masyarakat;

(1)

(21

(3)



2. peningkatan sumber daya manusia; dan

3. deteksi dini terhadap anc€rman dan gangguan

Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat serta perlindungan masyarakat.

b. memiliki peta rawan pelanggaran Peraturan Daerah

dan Peraturan Kepala Daerah, peta rawan

gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat; dan

(41 Persyaratan khusus untuk mendapatkan penghargaan

karya bhakti Satpol PP sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), bagi Pol PP meliputi:

a. melaksanakan kode etik Satpol PP;

b. memiliki masa kerja paling sedikit 5 (lima) tahun;

c. memiliki prestasi unhrk pengembangan dan

kemajuan Satpol PP; dan

d. memiliki inovasi dan keterampilan khusus.

(5) Persyaratan khusus unhrk mendapatkan penghargaan

karya bhakti pengabdian sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) bagi Pol PP yaitu:

a. surat keterangan cacat perrnanen atau meninggal

dunia dari dokter pemerintah; dan

b. surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud

dalam huruf a disertai pernyataan bahwa yang

bersangkutan cacat perrnanen atau meninggal

dunia dalam melaksanakan tugas penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah,

penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketenteraman Masyarakat serta perlindungan

masyarakat.

Pasal 27

Dalam rangka pemberian Penghargaan Satpol PP, Bupati

Natuna membentuk tim penilai, yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.



(1)

Pasal 28

Tim penilai dalam melakukan penilaian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 27 berdasarkan kriteria
pembobotan dan penilaian.

Kriteria pembobotan dan penilaian sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menilai

kualifikasi dan persyaratan pemberian penghargaan

Satpol PP.

Pasal 29

(1) Pembobotan dan penilaian untuk Satpol PP dihitung
berdasarkan:

(2t

a. perenc€rnaan

b. pelaksanaan

c. kedisiplinan

(21 Pembobotan dan penilaian

berdasarkan:

a. syarat umum

b. syarat khusus

3O bobot;

4O bobot; dan

30 bobot.

untuk Pol PP dihihrng

35 bobot; dan

65 bobot.

Pasal 3O

Ketentuan teknis pemberian Penghargaan Satpol PP,

kriteria pembobotan dan penilaian tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagran tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan untuk pemenuhan hak pegawai negeri sipil,
penyediaan sarana dan prasarana minimal, pembinaan

teknis operasional dan Penghargaan Satpol PP dibebankan

pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Natuna.



Pasal 32

Pol PP dalam melaksanakan tugas penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman

Masyarakat dapat dilengkapi dengan senjata api sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Penyediaan sarana dan prasarana minimal serta

Penghargaan sebagaimana tercantrrm dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perattrran

Bupati ini.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlalar pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memeriRtahkan

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Diundangkan di Ranai

pada tanggal bgutAfl %)?O

/snxnnranrs DAERAH KABUeATEN NATUNA,

Ditetapkan di Ranai

ATEN NATUNA TAHUN 2O2O NOMOR I


